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BAB V 

PENUTUP 

 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil evaluasi pelatihan penguatan kompetensi pengawas Pemilu 

2023-2028, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan ini telah berlangsung 

dengan baik walaupun ada beberapa indikator yang masih perlu perbaikan. Adapun 

kesimpulan yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut:  

1. Evaluasi Konteks (Context): indikator tujuan pelatihan dinilai telah 

tercapai jika dilihat dari terselenggaranya pelatihan. Hanya saja, untuk 

melihat apakah pengawas Pemilu telah memiliki kompetensi seusai 

mengikuti pelatihan, belum dapat dipastikan. Puslitbangdiklat Bawaslu 

belum melakukan pengukuran terhadap output dan outcome peserta 

pelatihan. 

2. Evaluasi Masukan (Input): pada indikator kurikulum, hal ini belum 

terstandarisasi. Meskipun demikian, kurikulum tetap disesuaikan dengan 

kebutuhan pengetahuan bagi para pengawas sehingga menjadikan 

kurikulum yang tersusun tetap dinilai baik dan positif. Lebih lanjut terkait 

indikator materi pelatihan, Puslitbangdiklat Bawaslu selalu menyediakan 

google form yang menilai tingkat kepuasan para peserta kepada materi yang 

diberikan dan dinilai sangat baik serta sudah sangat relevan untuk 

pengetahuan dan pemahaman yang harus dimiliki oleh pengawas Pemilu. 

Sedangkan untuk indikator kualifikasi instruktur, narasumber yang 

didatangkan untuk mengisi materi pada pelatihan penguatan kompetensi 

pengawas Pemilu Kabupaten/Kota di masing-masing batch sudah berperan 

dengan baik dan dinilai memiliki pemahaman terkait materi yang 

disampaikan karena memang merupakan ahli dibidangnya. 

3. Evaluasi Proses (Process): indikator metode pembelajaran yang diterapkan 

di setiap batch terdiri dari metode ceramah, sharing session, tanya jawab, 

diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, pre test dan post test, quiz, outbond 
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atau studi lapangan yang telah dianggap efektif. Meskipun terdapat 

kesulitan dalam penerapannya, namun kendala ini masih dapat diatasi 

karena bersifat minor. Lebih lanjut, untuk indikator uji kompetensi 

dilakukan dengan pengukuran melalui metode pre test dan post test serta 

mengamati perilaku peserta, seperti kehadiran peserta secara keseluruhan 

selama 15 sesi, keaktifan peserta, kelogisan dalam menjawab pertanyaan, 

dan keahlian berargumentasi. Hasil dari uji kompetensi ini dinilai 

mengalami peningkatan berdasarkan hasil pre test dan post test yang positif 

dan seluruh peserta mendapatkan kelulusan. 

4. Evaluasi Produk (Product): untuk indikator evaluasi dan pengawasan 

eksternal ditetapkannya biro SDM, inspektorat, dan biro teknis sebagai 

pihak eksternal, namun hal ini belum dapat terlaksana karena adanya 

prioritas lain, yakni tahapan Pemilu lainnya dalam menjelang pemilihan 

presiden dan wakil presiden serta legislatif. Sedangkan untuk indikator 

dukungan pasca pelatihan, bentuk dukungan dari Puslitbangdiklat Bawaslu 

baru berupa pemberian bahan materi pelatihan dalam bentuk power point 

(PPT), modul pelatihan, infografis, dan juga buku sebagai media 

pembelajaran melalui acara Puslitbangdiklat Expo. Dukungan lainnya yakni 

berupa ruang komunikasi dan konsultasi antara pengawas Pemilu dengan 

pihak pusat yang disediakan dalam bentuk grup WhatsApp. Hal ini dinilai 

dapat berjalan baik karena sama-sama memberikan manfaat, baik bagi 

peserta maupun Puslitbangdiklat Bawaslu. Lebih lanjut, untuk indikator 

sertifikasi diketahui bahwa sertifikasi yang diberikan ini hanya berupa 

sertifikat kelulusan, bukan sertifikat keahlian. Secara keseluruhan peserta 

pelatihan penguatan kompetensi pengawas Pemilu Kabupaten/Kota ini 

dinyatakan lulus dengan indikator adalah 100% lulus tanpa syarat. 

 Saran 

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran 

terkait evaluasi program pelatihan pengawas Pemilu Kabupaten/Kota guna 
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meningkatkan kualitas program pelatihan dalam peningkatan kompetensi jajaran 

pengawas Pemilu, diantaranya sebagai berikut: 

1. Evaluasi Konteks (Context): terkait indikator tujuan pelatihan, 

Puslitbangdiklat dapat melakukan observasi ke tempat kerja secara berkala 

untuk melihat tingkat kompetensi pengawas Pemilu agar tujuan 

diadakannya pelatihan ini dapat tercapai. 

2. Evaluasi Masukan (Input): untuk indikator kurikulum, Puslitbangdiklat 

perlu mempercepat standarisasi kurikulum yang telah disusun dengan 

melakukan rapat pertemuan yang melibatkan para ahli untuk kemudian 

dilakukannya sosialisasi secara masif kepada pengawas Pemilu. Kemudian 

indikator materi pelatihan, perlu untuk melakukan pembaruan materi sesuai 

dengan kondisi kepemiluan serta kebutuhan pengetahuan bagi pengawas 

Pemilu untuk dapat menghadapi Pemilu di masa mendatang. Sedangkan 

pada indikator kualifikasi instruktur, Puslitbangdiklat harus selalu 

memprioritaskan widyaiswara dalam meningkatkan kualitasnya. Hal ini 

dapat dilakukan dengan memberikan kesempatan untuk selalu belajar dan 

bertukar pengetahuan dengan cara mentoring dan kolaborasi bersama 

widyaiswara yang lebih berpengalaman.  

3. Evaluasi Proses (Process): pada indikator metode pembelajaran, perlu 

mempertahankan metode interaktif. Namun, harus tetap memperhatikan 

durasi pembelajaran agar bisa tersampaikan secara efektif dan efisien 

dengan adanya pengawasan oleh time keeper dan memberikan sanksi tegas 

bagi peserta yang terlambat masuk mengikuti kelas. Selain itu, 

Puslitbangdiklat dapat menggunakan Learning Management System (LMS) 

untuk mengelola materi pelatihan, memantau progres peserta, dan 

menyediakan platform diskusi. 

4. Evaluasi Produk (Product): pada indikator evaluasi dan pengawasan 

eksternal, Puslitbangdiklat perlu segera mengadakan rapat evaluasi secara 

terjadwal, baik evaluasi dari pihak eksternal kepada Puslitbangdiklat 

Bawaslu maupun evaluasi dari Puslitbangdiklat Bawaslu kepada peserta 



77 

 

pelatihan. Kemudian pada indikator dukungan pasca pelatihan, 

Puslitbangdiklat perlu menyediakan sistem komunikasi yang lebih 

menunjang dan terintegrasi antar Bawaslu RI, Puslitbangdiklat Bawaslu, 

dan Bawaslu di tingkat bawahnya untuk mengukur tingkat kompetensi 

pengawas Pemilu dalam bentuk website. Selanjutnya untuk indikator 

sertifikasi, Puslitbangdiklat harus segera bekerja sama dengan BNSP agar 

sertifikasi yang dikeluarkan dapat diakui dan memiliki kredibilitas. Selain 

itu, dengan adanya kerjasama dengan BNSP, dapat membantu memastikan 

bahwa program pelatihan telah memenuhi standar kompetensi yang 

ditetapkan, sehingga kualitas pelatihan dapat terjaga. 
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